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RILIS BAWASLU KOTA PALU
Nomor: 001/HMS.ST-11/SP/II/2024
16 Februari 2024


9 TPS Berpotensi PSU Bawaslu Kota Palu Imbau KPU Pastikan Ketersedian Surat Suara


Bawaslu Kota Palu ---  Bawaslu Kota Palu baru saja melakukan pemetaan terhadap potensi Pemungutan Suara Ulang atau PSU di 8 Kecamatan. Hasilnya, terdapat 9 TPS di rekomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan PSU, Jumat (16/02/2024).

9 TPS yang dimaksud tersebar di Kecamatan Mantikulore empat TPS, Kecamatan Palu Selatan satu TPS, Kecamatan Palu Timur Satu TPS, Kecamatan Tatanga dua TPS dan Kecamatan Palu Barat satu TPS.

Terdapat 2 alasan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan PSU yaitu karena pemilih yang menggunakan hak suaranya menggunakan KTP dari luar domisilih TPSnya dan tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Serta pemilih DPTb luar Kota Palu yang menerima surat suara tidak sesuai jumlah yang harus diterima

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Palu telah mengelurkan imbauan nomor: 057/PM.00.02/KST-11/02/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang yang berisi 3 poin yaitu:
1. KPU Kota Palu perlu memastikan ketersediaan surat suara dan logistik lainnya untuk Pemungutan Suara Ulang di Kota Palu
2. Berdasarkan potensi Pemungutan Suara Ulang yang dipetakan oleh Bawaslu Kota Palu(per-tanggal 16 Februari 2024) untuk beberapa Kecamatan, bahwa surat suara yang diperlukan lebih dari surat suara yang tersedia.
3. Agar KPU Kota Palu berkoordinasi dengan PPK terkait potensi Pemungutan Suara Ulang berdasarkan penyampaian Panwaslu Kecamatan dan jajarannya kepada PPK dan jajarannya, maupun rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dilayangkan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK.

Sesuai dengan mekanisme dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024, serta diperkuat dengan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 bahwa penyampaian dan rekomendasi PSU dilakukan secara berjenjang, 

Bawaslu Kota Palu juga akan mengawasi seluruh tahapan PSU yang mana disebutkan dalam Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 akan dilaksanakan paling lama 10 hari setelah pemungutan dan perhitungan suara.











































Nama		: Arih Muthi’ah P
Jabatan	: Pranata Hubungan Masyarakat
Tanggal	: 14 Februari 2024
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Resume Monitoring Pengawasan Pungut Hitung 
di Kelurahan Birobuli Utara, Petobo dan Birobuli Selatan


1. Melakukan monitoring pengawasan Pungut Hitung di TPS 08 Kelurahaan Birobuli Utara. TPS mulai dibuka oleh KPPS pada pukul 08.00 Wita setelah 30 menit sebelumnya melakukan perhitungan surat suara yang ada di masing- masing kotak suara. Berikut rinciannya:

· DPT: 285
· DPTb: 21
· Surat suara 2%: masing-masing kotak berisi  6 surat suara
· Jumlah C. Pemberitahuan yg tersebar: 209
· Semua saksi yg hadir membawa mandat dari Parpol
· Terdapat beberapa catatan dari pengawas TPS yaitu jumlah surat suara DPRD Provinsi yg seharusnya 291 ternyata lebih 1 SS menjadi 292
· Terdapat 2 surat suara DPRD Kota rusak karena ada tintanya

2. Kemudian melanjutkan monitoring pengawasan ke TPS 02 Kelurahan Birobuli Utara yang dibuka pukul 08.30 Wita dengan rincian : 

· DPT: 246
· DPTb: 13
· Surat suara 2%: 5 tapi PP PW : 4

Catatan khusus: 
· dari jumlah DPT, ada 11 nama ganda
· C. Pemberitahuan yg terbagi  168
· Yang tdk terdistribusi: 51
· Capnya bermasalah dan tdk terbaca
· Semua Saksi membawa mandate untuk menjadi saksi di TPS tersebut
· Ada yang sakit dan KPPS aka. Ke rumahnya utk mendatangi utk coblos
· 4 Pemilih didatangi langsung oleh Ketua KPPs bersama dengan Pengawas TPS karena sedang sakit.
3. Selanjutnya di TPS 03 Kelurahan Birobuli Utara yang dibuka sangat pagi yaitu pukul 06.30 wita dan beberapa informasi lainnya yaitu:
-. DPT: 298
- DPTb: 26
- C. Pemberitahuan yg terbagi: 232
- Meninggal 6
- Pindah 3
-. C Pemberitahuan yang tidak ditemukan sejumlah 57
- Surat Suara 2%: 6
- Terdapat Cap tdk bagus DPR Kota
- Semua saksi membawa mandat

4. Selanjutnya Bawaslu Kota Palu melanjutkan monitoring di TPS 07 yang pada pagi hari dibuka 07.30 Wita dengan rincian:
· DPT: 243 double nama 1
· DPTb: 18
· DPK: 4
· Semua saksi membawa mandat
· Terdapat DPK KTP kota palu 2
· DPK KTP Morowali Utara 1
· DPK KTP Bangkep 1
· Surat suara rusak 1
· C. Pemberitahuan terbagi 181
· Pindah 3 
· Meninggal 1
· C. Pemberitahuan Tidak terbagi 57
· Surat Suara 2%: 5
TPS ini berpotensi PSU karena Ketua KPPSnya meloloskan 2 orang dengan KTP masing-masing yaitu KTP Bangkep dan KTP Morowali Utara untuk memilih di TPS tersebut. Dalam hal ini, Pengawas TPS saat itu sedang mengawasi bilik suara dikarenakan ada pemilih yang didampingi oleh anaknya untuk memilih.
5. Dan Bawaslu kota palu terakhir berada di TPS 06 mendekati penutupan pemungutan dan perhitungan suara. TPS ini mulai membuka pemungutan suara untuk pemilih pukul 07.30 Wita. Berikut beberapa rincian informasinya:
· DPT 202
· DPTb 11
· C pemberitahuan yg tersebar: 148
· C Pemberitahuan tdk tersebar: 54
· Semua saksi membawa mandat
· 2% Surat Suara: 5
· DPK: 6
Dipenghujung batas waktu pemungutan suara, ada salah seorang warga datang untuk memilih hanya dengan menggunakan KTP yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Namun ditolak oleh Ketua KPPS karena dapat berpotensi PSU. Namun yang bersangkutan ngotot dengan alasan telah menghubungi KPPS tempatnya memilih di Jakarta yang menyatakan yang mendapatkan kebijakan bahwa yang bersangkutan bisa memilih hanya dengan KTP selama di TPS itu masih tersedia surat suara dan memilih diatas jam 12. Namun Ketua KPPS tegas menolak bahkan oknum tersebut meminta untuk di sambungkan dengan PPS dan PPK untuk berbicara terkait dengan kebijakan yang dia peroleh. Karena suasana mulai memanas, PTPS mulai mengambil inisiatif untuk menghubungi PKD dan tidak lama kemudian bukan PKD yang datang namun Anggota Panwaslu Kecamatan Palu Selatan. Beliau datang untuk menjelaskan aturannya dalam undang-undang terkait dengan larangan menggunakan KTP luar domisili untuk memilih di TPS.
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